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Abstract: Implementation of Riau Governor Regulation No. 26 of 2010. Thisstudy describesthe
implementation of the Governor Regulation No. 26 of 2010 concerning the del egation of authority
of the signing of licensing and non-licensing of the head of the Integrated Licensing Service
Agency (BPPT) Riau Province and the factors that hinder the implementation of the Governor
Regulation No. 26 of 2010 concerning the del egation of authority of the signing of licensing and
non-BPPT permissionsto Riau Province. The research method used in this paper isadescriptive
qualitative research method which is defined as a problem solving process were investigated by
describing the state of the subject and object of research at the present time based on the facts
that appear or how it is. This study concluded that the implementation of the Governor Regulation
No. 26 of 2010 concerning the delegation of authority of the signing of licensing and non-
licensing to BPPT Riau Province.

Abstrak: Implementasi Peraturan Gubernur Riau Nomor 26 Tahun 2010. Penelitian ini
menggambarkan mengenai implementasi Peraturan Gubernur Nomor 26 tahun 2010 tentang
pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada kepala Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Proving Riau dan faktor-faktor yang menghambat implementas
Peraturan Gubernur Nomor 26 tahun 2010 tentang pelimpahan kewenangan penandatanganan
perizinan dan non perizinan kepada K epala BPPT Provins Riau. Metode pendlitian yang digunakan
dalamtulisanini adal ah metode penelitian kualitatif deskriptif yang diartikan sebagai prosespemecahan
masalah yang disdlidiki dengan mel ukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang
berdasarkan fakta-faktayang tampak atau bagaimanaadanya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa
implementasi Peraturan Gubernur Nomor 26 tahun 2010 tentang pelimpahan kewenangan

penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada K epala BPPT Provinsi Riaul.

.Kata Kunci: Implementasi, peraturan, perizinan dan kewenangan

PENDAHULUAN

Kewenangan pemerintah berkait erat dengan
asaslegdlitas, asaslegditasmenentukan bahwa
semua ketentuan yang mengikat warganegara
harus didasarkan pada undang-undang. Asas
legditasini merupakan prindp negarahukumyang
menekan pada pemerintahan berdasarkan
undang-undang. Dengan katalain,setigp penye-
lenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus
memiliki legimitasi, yaitu kewenangan yang
dimiliki pemerintah ini haruslah berasal dari
peraturan perundang-undangan. Dengan demi-
kiansubstand dari asaslegditasadd ahwewenang.

Wewenang itu sendiri adalah kemampuan
untuk melakukan tindakan-tindakan hukum
tertentu atau kesel uruhan aturan-aturan yang
berkenan dengan perol ehan dan penggunaaan
wewenang-wewenang pemerintahan ol eh subjek
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hukum publik di dalam hubungan hukum. Secara
teoritis, kewenangan yang bersumber dari pera-
turan perundang-undangan tersebut diperoleh
melalui tigacarayaitu; atribusi,delegasi ,dan
mandate. Ddamhd atribug, penerimaanwewe-
nang dapat menci ptakan wewenang baru atau
memperluaswewenang yang sudah ada,dengan
tanggung jawab intern dan ekstern pel aksanaan
wewenang yang didistribusikan sepenuhnya
beradapadapenerimaan wewenang (atributaris).

Perizinan atau izin adalah salah satuinstru-
ment yang paling banyak digunakan ddam hukum
administrasi.Pemerintah menggunakan izin
sebagai saranayuridis untuk mengendalikan
tingkah laku parawarganya.l zin adal ah suatu
persetujuan dari penguasaberdasarkan undang-
undang untuk dalam keadaan tertentu menyim-
pang dari ketentuan-ketentuan larangan per-
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undangan. Dengan memberi izin,penguasa
memperkenankan orang yang memohonnya
untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu
yang sebenarnyadilarang.

Pengertianizinjugadiartikan Manan (1997)
sebagai salah satu persetujuan dari penguasa
berdasarkan peraturan perundang-undangan
untuk memperbolehkan me akukantindakan atau
perbuatan tertentu yang secaraumum dilarang.
Kemudian §achran Basah dikatakannya, izin
adalah perbuatan hukum administrasi negara
bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan
dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan
prosedur sebagaimana yang ditetapkan oleh
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan memberikanizinaddahmeru-
pakan kewenangan publik. Kewenanganitubias
didapat secara atribusi,delegasi dan mandat.
Didalam praktik ketigahal tersebut dilakukan
secarakombinas yang bertalian erat dengan
asas-asas desentralisasl, dekontrasi dan tugas
pembantuan, serta dalam operasionalitasnya
berbaur satu dengan lainnya. Sementaraitu ruang
lingkupizin bergantung dari kegiatan usahayang
dilakukan dan dapat menimbulkan berbagai
macam izin sertamelibatkan tidak hanyasatu
indans sga

Pengertian kebijakan publik harusdiawali
dengan pemahaman terhadap pengertian dari
kebijakan. Kebijakan menurut S. A Wahab
berdasarkan pendapat Friedrich, yaitu suatu
tindakan yang mengarah pada tujuan yang
diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pe-
merintah dalam lingkungan tertentu seraya
mencari peluang-peluang untuk tujuan atau
mewuj udkan sasaranyang diinginkan.

Menurut Anderson adabeberapaciri dari
kebijakan yaitu: 1) setiap kebijakan mesti ada
tujuannya, 2) suatu kebijakantidak berdiri sendiri
dan terpisah dari kebijakan lain, 3) kebijakan
adalah apayang dilakukan pemerintah, 4) kebi-
jakan didasarkan padahukum. Selainitu, ahli
politik lainnya, Dye, mendefinisikan kebijakan
publik sebagai segalasesuatu yang dikerjakan
pemerintah, mengapamerekamelakukan, dan
hasi| yang membuat kehidupan bersamatampil
berbeda.

Efektivitasimplementas kebijakan publik
akanterlihat dari dampak yang terjadi di masya
rakat. Apabiladampak yang terjadi positif, dapat
dikatakan implementas kebijakan efektif, de-
mikian jugasebaliknya apabiladampak yang
terjadi adalah negatif atau tidak sesuai dengan
harapan pemerintah berarti implementasi tidak
efektif.

Penelitian ini menggambarkan mengenai
implementasi Peraturan Gubernur Nomor 26
tahun 2010 tentang pelimpahan kewenangan
penandatanganan perizinan dan non perizinan
kepada kepala Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu (BP2T) Proving Riau dan faktor-faktor
yang menghambat implementasi Peraturan
Gubernur Nomor 26 tahun 2010 tentang pelim-
pahan kewenangan penandatanganan perizinan
dan non perizinan kepadaK epdaBP2T Proving
Riau.

METODE

Penditianini bersfat deskriptif anditisyang
diawali dengan menggambarkan fenomena-
fenomenayang terjadi berkaitan dengan kebi-
jakan perizinan dan non perizinan di Indonesia.
Setelahitu akan dilanjutkan dengan mengandisa
mengena implementas kebijakan pelimpahan
kewenangan penandatanganan perizinandannon
perizinan kepada Kelapa Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Proving Riau.

Teknik penelitian yang digunakan dalam
penditianini adalah studi kepustakaan (library
research). Padametodeini, data- datayang ber-
hubungan dengan permasal ahan yang dibahas
merupakan data-datasekunder yang didapatkan
dari buku-buku, majalah-majalah, jurnl, surat
kabar, buletin, laporan tahunan dan sumber-
sumber lainnya. Peneliti juga menggunakan
saranainternet dalam proses pengumpul an data
yang berkaitan dengan permasa ahan penedlitian
yang akan dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan sistem reformasi di Indo-
nesiatelah memberikan dampak perubahan yang
besar dalam tatanan dan struktur pemerintahan
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di Indonesia, termasuk jugaProving Riau. Sdah
satu bentuk perwujudannyaadal ah dengan ber-
lakunya pel aksanaan konsep otonomi daerah
yang memberikan kewenangan bagi daerah
untuk melakukan percepatan pembangunan bagi
daerahitu sendiri sesuai dengan UU otonomi
daerah Nomor 32 tahun 2004. Sal ah satu dampak
dari pelaksanaan otonomi deerah di Proving Riau
adalah timbulnya daerah-daerah baru yang
mekar dari kabupaten/kotainduk di Provinsi
Riau.

Sairing perkembangan yang terjadi sampai
saat ini Provinsi Riau memiliki 12 wilayah
adminigratif K otadan Kabupaten yang memiliki
fungs otonomi daerah sendiri. Pesatnyapemba:
ngunan yang terjadi di Proving Riautentu sgja
didukung olehberbagai pihak seperti ikliminves-
tas di Proving Riauyang semakin berkembang.
Perkembangan tingkat investasi dalam negei
ataupunasingdi Proving Riaujugamenjadi sdah
satu permsalahan yang sampai saat ini dihadapi
oleh pemerintah Proving Riau yakni mengenai
permasal ahan perizinan dan non perizinan.

Perizinan add ah dokumen dan bukti legditas
yang membol ehkan perbuatan hukum oleh sese-
orang atau sekelompok orang dalam ranah
hukum adminisiras negaraatas sesuatu perbuatan
yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-
undangan. Sedangkan Pelayanan Perizinan
Terpadu adalah penyelenggaraan pelayanan
perizinan yang penge olaannyamulai dari tahap
permohonan sampai ketahap terbitnyadokumen
dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Proving Riau.

Menghadapi permasalahan perizinan dan
non perizinandi Proving Riau, makapemerintah
Provinsi Riau melakukan beberapaterobosan
yang bertujuan untuk memudahkan prosespe-
ngurusan birokras perizinan dan non perizinan
bagi masyarakat daninvestor. Kemudahan pe-
nguIrusan perizinan dan non perizinanini dinargp-
kan |ebih mampu mendorong berkembangnya
lagi kegiataninvestas di Proving Riau.

Pembentukan sistem pelayanan satu pintu
diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 27
tahun 2009 mengenai Pelayanan Terpadu Satu
Pintu yang antara lain menyebutkan bahwa

pel ayanan perizinan dan non perizinan penana-
man modal dapat dilakukan secaramanual dan
secara el ektronik. Sedangkan pedoman teknis
pel ayanan perizinan dan non perizinan pena-
naman modal sertaprosedur pel aksanaannya
diatur kembali dengan Peraturan KepdaBKPM
(PERKA BKPM) yaitu PerkaBKPM Nomor
11 tahun 2009 tentang cara pel aksanaan, pembi-
naan dan pel gporan pel ayanan terpadu satu pintu
di bidang penanaman modal Perka BKPM
Nomor 12 tahun 2009 tentang pedoman dan tata
cara permohonan penanaman modal Perka
BKPM Nomor 13 tahun 2009 tentang pedoman
dan tatacarapengendalian pel aksanaan penana
manmodd.

Dengan Perpres dan PerkaBKPM, maka
dasar hukum pendel egasian kewenangan peri-
zinan dan non perizinan dari Satuan Kerja
Perangkat Daerah Provins Riau kepadaKepaa
Badan Perizinan dan Pelayanan terpadu ini
awalnya didasarkan pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyel enggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini
mengatur kepada seluruh daerah di Indonesia
untuk segera membentuk dan melaksanakan
pel ayanan perizinan dan non perizinan secara
terpadu dan satu pintu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penyel enggaraan Pel ayanan Terpadu Satu Pintu
dan meningkatkan pelayanan publik yang prima
dan transparan, maka pemerintah pusat juga
menge uarkan Peraturan Menteri Daam Negeri
Nomor 20 tahun 2008 mengenai pedoman
pembentukan Organisasi dan TataKerjaUnit
Pelayanan Perizinan Terpadu di daerah.

Dengan adanyapedoman bagi daerah untuk
membentuk organisas dan struktur tetakerjaunit
pelayanan perizinan terpadu yang didasarkan
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor
20tahun 2008, maka pemerintah Proving Riau
mengel uarkan Peraturan Daerah Proving Riau
Nomor 8 tahun 2008 tentang pembentukan
Organisas dan Tatakerjalngpektorat di Proving
Riau. Badan Perencanaan Pembangunan Dagrah
dan Lembaga Teknis Daerah bersama Peme-
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rintah Provins Riau membentuk Badan Pela-
yanan Perizinan Terpadu Proving Riau dengan
tugaspokok dan fungsinyaada ah melaksanakan
koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan
adminigrad dibidang perizinandannon perizinan
secaraterpadu.

Dengan adanya pembentukan Badan Pela-
yanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau maka
Pemerintah Proving Riau mengel uarkan Peratu-
ran Gubernur Nomor 26 Tahun 2010 mengenai
pelimpahan kewenangan penandatanganan
perizinan dan non perizinan dari pemerintah
Proving Riau kepadaK epalaBadan Pelayanan
Perizinan Terpadu Proving Riau. Yang diharap-
kan dengan adanya pelimpahan kewenangan
penandantanganan perizinan dan non perizinan
dari pemerintah Provins Riau kepadaKepala
Badang Pelayan Perizinan Terpadu mampu
memudahkan masyarakat untuk mengurus peri-
Zinan dan non perizinan sertamemperpendek
meatarantai birokras perizinan dannon perizinan
di Proving Riau.

Kewenangan adalah hak yang diberikan
Pemerintah Proving Riau untuk melakukan atau
tidak melakukan kepada K epalaBadan Pelaya
nan Perizinan Terpadu sesuatu agar tercapal tuju-
antertentu. Pelimpahan kewenangan penanda-
tanganan perizinan dan non perizinan dari Peme-
rintah Provins Riau kepada Kepala Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Proving Riauyang
didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 26
tahun 2010 secara implementasinya masih
terdapat beberapakendalaadministras.

Pdlimpahan kewenangan penandatanganan
perizinan dannon perizinankepadaK epdaBadan
Pelayanan Perizinan Terpadu Proving Riautelah
berlangsung sejak tahun 2010. Namun dalam
implementasi peraturan tersebut masih belum
terlaksanasecaramaksmal. Dalam pd aksanaan
pelimpahan kewenangan penandatanganan
perizinan mas hterdapat beberapafaktor kendaa
teknis seperti kurangnyasosialisasi peraturan
kepadamasyarakat sehinggamasyarakat tidak
mengetahui mengenai mekanisme birokrasi
pengurusan perizinan dan non perizinan.

Sdainitu, keengganan dan kurang tanggap-
nyamasing-masing dinasterkait untuk beker-

jasama dan mendel egasi kan kewenangan pe-
ngurusan perizinan dan non perizinan kepada
Badan Pdlayanan dan Perizinan Terpadu Proving
Riau jugamenjadi faktor penghambat imple-
mentas kebijakanini. Daam prosespengurusan
perizinan Badan Pelayanan dan Perizinan Ter-
padu Proving Riautetgp menggunakan peraturan
dari masing-masing Dinasdan hanyapenanda
tanganan kewenangan perizinan sgayang berada
pada Badan Pel ayanan dan Perizinan Terpadu
Proving Riau.

Secaraharfiah, perizinan adalah dokumen
dan bukti legaitasyang membolehkan perbuatan
hukum ol eh seseorang atau sekelompok orang
dalam ranah hukum administrasi negara atas
sesuatu perbuatan yang dilarang berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan pelayanan
perizinan merupakan proses pemberian izin
kepada orang/badan hukum untuk melakukan
aktifitas usahadan/atau kegiatan bukan usaha
berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Implementasi sistem akuntabilitaskinerja
instang pemerintah merupakan instrumen per-
tanggungjawaban, perencanaan strategis meru-
pakan langkah awal untuk melakukan pengu-
kuran kinerjainstansi pemerintahitu sendiri.
Dalam kaitan ini, maka untuk melaksanakan
kegiatan perizinan dan non perizinanyang sesua
dengan prosedur, makapemerintah Indonesia
berinisiatif melakukan dan melaksanakan
kegiatan pelayanan perizinan terpadul.

Pelayanan Perizinan Terpadu add ah penye-
lenggaraan pelayanan perizinan yang pengel o-
laannyamulai dari tahap permohonan sampai
ketahap terbitnya dokumen dilakukan oleh
Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BP2T)
Provins Riau. Pembentukan Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu (BP2T) Provins Riau me-
rupakan integrasi antarakeahlian sumber daya
manusia dan sumber daya lain agar mampu
menjawab tuntutan perkembangan lingkungan
strategisyang terus-menerus berkembang.

Selanjutnyadalam rangkameningkatkan
efisiens dan efektifitas program pelayanan
perizinan dan non perizinan agar mampu eksis
dan unggul, maka Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu (BP2T) Provinsi Riau sebagai suatu
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instansi terus menerus mel akukan perubahan
kearah perbaikan. Perubahenterssbut perludisusun
dalam suatu tahapan yang kons sten dan berke-
lanjutan, sehingga dapat meningkatkan akunta-
bilitasdan kinerjayang berorientasi padapen-
capaian hasil sesual dengan yang diharapkan.

Secara historis dasar hukum yang meng-
awali pembentukan BP2T sebagai sebuah badan
tersendiri dalam struktur pemerintahan adalah
berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penyel enggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan meningkatkan pelayanan publik yang prima
dan transparan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24
Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pdlayanan Terpadu Satu Pintu dan meningkatkan
pelayanan publik yang prima dan transparan
dibentuk dengan tujuan mendorong pertumbuhan
ekonomi meldui peningkataninvestas, dengan
memberikan perhatian yang lebih besar pada
peran usahamikro, kecil dan menengah.

Adapun beberapatujuan Penye enggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu oleh Pemerintah
Pusat adalah untuk meningkatkan kualitas
layanan publik dan memberikanaksesyanglebih
luas kepada masyarakat untuk memperoleh
pelayanan publik. Sedangkan sasaran pel ak-
Sanaan pelayanan satu pintuini ada ah terwujud-
nyape ayanan publik yang cepat, murah, mudah,
trangparan, pasti dan terjangkau sertamening-
katnyahak-hak masyarakat terhadap pelayanan
publik.

Selain adanya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penye enggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan meningkatkan pelayanan publik yang prima
dan transparan, maka pemerintah pusat juga
mengel uarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 20 tahun 2008 mengenai pedoman
pembentukan Organisasi dan TataKerjaUnit
Pelayanan Perizinan Terpadu di daerah.

Implementas kebijakan perizinan dan non
perizinandi Proving Riau sampal saat ini belum
berlangsung secaraoptima. Hal ini dapat dilihat
dari mash banyaknyaperizinan dan non perizinan
yang mashdilakukan dan dike uarkanolen Dinas

dan Satker terkait dilingkungan pemerintah
Proving Riau. Masihterdapat beberapaDinas
di Pemerintah Proving Riau yang enggan untuk
memberikan kewenangan penandatanganan
perizinan dan non perizinan kepada Kepala
Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BP2T)
Provind Riau.

Berdasarkan gambaran dari implementas
kebijakan pelimpahan kewenangan penandata-
nganan perizinan dan non perizinanolehKepala
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provins
Riau sesual Peraturan Gubernur Nomor 26
Tahun 2010, makatota keseluruhan pelayanan
perizinan dan non perizinan Pemerintah Proving
Riau yang dilimpahkan penandatanganannya
kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Proving Riausesua Peraturan Gubernur
RiauNomor 26 Tahun 2010 berjumlah 76 (tujuh
puluh enam) Perizinan dan Non Perizinan,
dengan rincian sebagai berikut:

1. Sudah diserahkan 46 (empat puluh enam)
2. Bdumdiserahkan 30 (tigapuluh)

Mas h belum diserahkannyasecarakesal u-
ruhan penandatanganan kebijakan perizinandan
non perizinan dari Dinasterkait kepadaKepaa
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provins
Riau tentu sgjadipengaruhi oleh berbagai faktor
penghambat. Terdapat beberapa faktor yang
menghambat implementas Peraturan Gubernur
Nomor 26 tahun 2010 tentang pelimpahan
kewenangan penandatanganan perizinandannon
perizinan kepada kepala Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Proving Riau ada ah sebagai
berikut:

1. Keengganan pendelegasian kewenangan
KepalaDaerah dari satuan kerjaperangkat
daerah (SKPD) kepada Kepala Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Proving Riau.

K eengganan Satuan K erjaPerangkat Dagrah
untuk memberikan delegas kewenangan penan-
datanganan perizinan dan non perizinan kepada
K epala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Provinsi Riau mengakibatkan implementas
kebijakan penandatanganan perizinan dan non
perizinan oleh K epalaBadan Pelayanan Perizi-
nan Terpadu Provins Riau tidak berlangsung
secaraoptimal.
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2. Kemampuan SDM dari Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Proving Riau

Sejak dibentuknya Badan Pelayanan Per-
izinan Terpadu Proving Riau yang didasarkan
pada Peraturan Dagerah Provins Riau Nomor 8
tahun 2008 tentang pembentukan Organisad dan
Tatakerjalnspektorat di Proving Riau. Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah bersama Pemerintah Provinsi
Riau membentuk Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Provins Riau dengan tugas pokok dan
fungsinyaada ah mel aksanakan koordinas dan
menyel enggarakan pelayanan administrasi di
bidang peri zinan dan non perizinan secaraterpadu.

Sampal saat ini kendalayang dihadapi oleh
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi
Riau daam mengel olapel ayanan perizinan dan
non perizinan adal ah kemampuan sumber daya
manus adari Badan Pelayanan perizinan Terpadu
dalam menngel olakegiatan perizinan dan non
perizinan. Sampal saat ini masih banyak petugas
teknisyang tidak memiliki kompetensi sesual
dengan tupoksinya dalam melayani kegiatan
perizinan dan non perizinan.
3. KdemahanK epdaBadan PdayananPerizinan

Terpadu Proving Riau

Tidak optimal nya kebijakan pelimpahan
kewenangan penandatanganan perizinandannon
perizinandari Dinasterkait kepadaK epdaBadan
Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau
adal ah diakibatkan kel emahan KepalaBadan
Pelayanan Perizinan Terpadu yang tidak tegas
dalam menyelesaikan permasalahan antara
Dinas-Dinasterkait dan BP2T Provinsi Riau
mengena tarik ulur kegiatan pelayanan perizinan
dan non perizinan. Sdainitu, kelemahanlainnya
dari KepaaBadan Pelayanan Perizinan Terpadu
Proving Riau adalah kelemahan KepalaBadan
untuk membuat kebijakan secarapolitik untuk
menyelesaikan permasalahanini, karenadisatu
ss KepaaBP2T jugadipilih oleh Gubernur.

Sdanitu, bebergpafaktor yang menghambeat
implementasi Peraturan Gubernur Nomor 26
tahun 2010 tentang pelimpahan kewenangan
penandatanganan perizinan dan non perizinan
kepadaKepalaBP2T Provins Riau, menurut
Mazmanian dan Sabatier, keberhasilanimple-

mentasi kebijakan publik dipengaruhi oleh 3
kelompok variabel, yaitu sebagai berikut:
1. Karakteristik dari masalah

Menurut Danidl, semakin berat karakterigtik
masal ah akan semakin membuat penyelesaian
masal ah itu berjalan dengan rumit. Hal ini ter-
cermindalam karakteristik masd ah pelimpahan
kewenangan penandatanganan perizinandannon
perizinan antaraDinasterkait dan Badan Pelaya-
nan Perizinan Terpadu Provins Riau, dimana
meas h banyaknyajenis perizinan dan non perizi-
nan yang belum diserahkan kepada Badan Pe-
layanan Perizinan Terpadu Proving Riau.

2. Karakteristik kebijakan/ undang-undang

Karakteristik dari implementas kebijakan
pelimpahan kewenangan penandatanganan
perizinan dan non perizinan antaraDinasterkait
dan BP2T Provins Riau ini didasarkan pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri sampal pada
tingkat Peraturan Gubernur.

3. Variabd lingkungan.

Dalam merumuskan suatu kebijakan di-
perlukan adanyamode! kebijakan sebagal suatu
patokan dalam menyusun suatu kebijakan,
adapun model yang dipakai adalah model
Grindle(1980). Modd Grindleditentukan oleh
is kebijakan dan konteksimplementasinya. Ide
dasarnyaadd ah bahwasetel ah kebijakan ditran-
sformasikan, maka implementasi kebijakan
dilakukan.

Efektivitasimplementas kebijakan publik
akanterlihat dari dampak yangterjadi di mas-
yarakat. Apabiladampak yang terjadi positif,
dapat dikatakan implementasi kebijakan efektif,
demikian jugasebaliknyaapabiladampak yang
terjadi adalah negatif atau tidak sesuai dengan
harapan pemerintah berarti implementas tidak
efektif. Selain itu permasal ahan implementas
kebijakan jugatidak lepasdari konsep kewe-
nangan pemerintah sebagai pelayanan terhadap
masyarakat. Oleh karenaitu efektivitasimple-
mentas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008
mengenai dasar hukum pembentukan BP2T
Gubernur Nomor 26 tahun 2010 mengenal
Pelimpahan kewenangan penandatanganan peri-
Zinandannon perizinan dari pemerintah Proving
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Riau kepadaKepalaBP2T Provins Riau akan
terlihat dari dampak yang terjadi di masyarakat.

Pembentukan Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu bertujuan untuk memudahkan rantai
birokrasi bagi masyarakat untuk melakukan
pengurusan perizinan dan non perizinan dalam
sebuah BP2T tanpamasyarakat harus pergi ke
dinasterkait. Namun efektivitasimplementas
peraturanini tentu sgjiaharusdidukung oleh mas-
yarakat sendiri dan pemerintah sebagai pelaku
tekniskebijakan.

SIMPULAN

Implementasi Peraturan Gubernur Nomor
26 tahun 2010 tentang pelimpahan kewenangan
penandatanganan perizinan dan non perizinan
kepadaKepalaBP2T Proving Riau belumter-
|aksana secara optimal. Hal ini tentu sgja di-
pengaruhi oleh berbagai faktor. Total jumlah
pelimpahan kewenanangan penandatanganan
perizinan dan non perizinan kepada Kepala
BP2T dari satuankerjaPemerintah Proving Riau
adal ah berjumlah 76 bentuk perizinan dan non
perizinansesual Peraturan Gubernur Nomor 26
tahun 2010. Sgjak Peraturan Gubernur Nomor
26 tahun 2010 diterbitkan sampai tahun 2011
sudah 43izinyang dilimpahkan ke BP2T dandi
awal maret 2012 sudah bertambah 3izin lagi
yang diserahkan yaitu: bidang peternakan dan
bidang Lingkungan Hidup, jadi mash terdapat
sekitar 30 bentuk perizinan dan non perizinan
yang bdumdilimpahkan.
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